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A. Tujuan

1. Untuk memudahkan pemahaman terhadap proses pengajuan pensiun/pemberhentian

pegawai Negeri sipil.

2. Mengetahui langkah-langkah yang harus ditempuh dalam mengajukan usulan

pensiun/pemberhentian.

3. Mengetahui pejabat yang mempunyai tanggung jawab dan kewenangan dalam

proses usulan.

4. Menyiapkan dokumen yang diperlukan.

B. Ruang Lingkup

1. Tata cara dan persyaratan serta kelengkapan berkas yang diperlukan untuk usul

pensiun/pemberhentian PNS di lingkungan Politeknik Negeri Lhokseumawe.

2. Pihak-pihak yang terkait dengan proses usul Pensiun/Pemberhentian PNS di

lingkungan Politeknik Negeri Lhokseumawe.

C. Referensi

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara

Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negera Nomor 3980)

2. Undang-undang Nomor: 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang

Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1980 dan Nomor : 53

Tahun 2010 tentang Peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil.

4. Standar Operasional Prosedur (SOP) No. Dok SOP/PNL/UPM-03/05-44 Februari

2016 pada Politeknik Negeri Lhokseumawe tentang Kompilasi Hasil Penilaian BKD.

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia

Nomor 71 Tahun 2017 Tentang   Pedoman Penyusunan Dan Evaluasi Peta Proses

Bisnis Dan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Kementerian Riset,

Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi.

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia

Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Politeknik Negeri

Lhokseumawe.

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia

Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Statuta Politeknik Negeri Lhokseumawe.
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D. Istilah dan Definisi

KARPEG : Kartu Identitas Pegawai Negeri Sipil

KGB : Kenaikan Gaji Berkala

BKN : Badan Kepegawaian Negara

SP4 : Surat Permintaan Pembayaran Pensiun Pertama.

TASPEN : Tabungan Pensiun Pegawai Negeri Sipil

BUKK : Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian

Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil adalah berhentinya atau tidak melakukan

kegiatan / aktifitas yang mengakibatkan seseorang kehilangan statusnya sebagai

Pegawai Negeri Sipil dikarenakan :

1. Atas permintaan sendiri.

2. Mencapai Batas Usia Pensiun.

3. Penyederhaan / perampingan organisasi.

4. Melakukan pelanggaran / tindak pidana penyelewengan.

5. Tidak cakap jasmani atau rohani.

6. Meninggalkan tugas.

7. Meninggal dunia/hilang.

E. DokumenTerkait

Dokumen Pegawai berupa :

 Surat Pengantar dari pejabat setempat

 Daftar riwayat Hidup / pekerjaan

 Daftar Susunan Keluarga

 Surat Pernyataan Penyerahan Barang Milik Negara

 Surat Pernyataan Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat

 Surat Permintaan Pembayaran Pensiun Pertama (SP4)

 Fotocopy KARPEG

 Fotocopy SK CPNS, SK Terakhir dan SK KGB terakhir

 Fotocopy Surat Nikah

 Fotocopy Akte Kelahiran anak

 Fotocopy SKP 2 tahun terakhir
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F. Catatan Mutu/Record

- Tembusan dengan pihak terkait

- SK Pensiun

G. Indikator Keberhasilan

- SK BKN

- Surat Keputusan Direktur

H. Urutan Prosedur

1. Surat pemberitahuan kepada pegawai tentang batas usia pensiun / pemberhentian PNS

di masing-masing unit kerja.

2. Setelah berkas diterima oleh Bagian Administrasi Umum dan Keuangan, maka akan

diperiksa dan diteliti, setelah dinyatakan lengkap maka berkas akan diserahkan ke Sub

Bagian Kepegawaian Politeknik Negeri Lhokseumawe.

3. Verifikasi berkas.

4. Berkas yang telah dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan maka berkas akan

diproses lebih lanjut oleh Bagian Kepegawaian Politeknik Negeri Lhokseumawe.

5. Blanko-blanko yang telah siap diserahkan ke Pejabat yang berwenang untuk

ditandatangani dan dibuatkan surat pengantar ke Biro SDM.

6. Biro SDM akan memverifikasi berkas untuk mengusulkan persetujuan dari BKN dan

untuk Golongan IV/c ke atas akan diproses lebih lanjut oleh Sekneg.

7. SK Pensiun yang telah selesai akan dikirimkan ke Sub Bagian Kepegawaian Politeknik

Negeri Lhokseumawe dan atau pegawai yang bersangkutan, tembusan ke Kantor

Perbendaharaan Negara (KPN) dan TASPEN.
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I. Bagan Alir

No Uraian Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

PNS
Direktur/
Wadir/
BUKK

Subbag
Hukum Tata
Laksana dan
Kepegawaian

Biro SDM BKN Sekneg Kelengkapan Waktu Output

1. Surat pemberitahuan
kepada pegawai tentang
batas usia pensiun /
pemberhentian PNS di
masing-masing unit kerja

Pengu
muman

1
hari

Pengumu
man

2. Setelah berkas diterima
oleh Bagian Administrasi
Umum dan Keuangan,
maka akan diperiksa dan
diteliti, setelah
dinyatakan lengkap maka
berkas akan diserahkan
ke Sub Bagian
Kepegawaian Politeknik
Negeri Lhokseumawe

Draft
Surat Usul

1
hari

Pengantar
dan

disposisi

3. Verifikasi berkas
Berkas

1
hari

Berkas

4. Berkas yang telah
dinyatakan lengkap dan
memenuhi persyaratan
maka berkas akan
diproses lebih lanjut
oleh Bagian
Kepegawaian Politeknik
Negeri Lhokseumawe

Berkas
2

hari
Berkas
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5. Blanko-blanko yang
telah siap diserahkan ke
Pejabat yang berwenang
untuk ditandatangani
dan dibuatkan surat
pengantar ke Biro SDM

Dok. Hard
copy dan Soft

copy

1-2
hari

Doku
men

6. Biro SDM akan
memverifikasi berkas
untuk mengusulkan
persetujuan dari BKN
dan untuk Golongan
IV/c ke atas akan
diproses lebih lanjut
oleh Sekneg

Dok. Hard
copy dan Soft

copy

1-6
bulan

Doku
men

7. SK Pensiun yang telah
selesai akan dikirimkan
ke Sub Bagian
Kepegawaian Politeknik
Negeri Lhokseumawe
dan atau pegawai yang
bersangkutan, tembusan
ke Kantor
Perbendaharaan Negara
(KPN) dan TASPEN

1
hari

Doku
men
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J. Lampiran
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